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ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan
daerah. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam optimalisasi penerimaan
PBB-P2. Seiring dengan perkembangan teknologi, Pemerintah Kota Palembang menerapkan
sistem pembayaran pajak secara digital melalui layanan PBB-LINK, serta menetapkan tarif
PBB-P2 secara progresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital payment
dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan
wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Data diperoleh melalui penyebaran
kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 dan dianalisis menggunakan Structural Equation
Modeling—Partial Least Square versi 4 (SEMPLS 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
digital payment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memberikan
kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak. Selain itu, tarif PBB-P2 juga berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana tarif yang dianggap adil mendorong kepatuhan dalam
memenuhi kewajiban perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan digital payment dan kebijakan tarif PBB-P2 secara bersama-sama mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Palembang.

Kata Kunci: Digital Payment, Tarif PBB-P2, Kepatuhan Wajib Pajak, PBB-LINK.
ABSTRACT

Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) is one of the main sources of
Regional Original Revenue that plays an important role in supporting regional development.
Taxpayer compliance is a key factor in optimizing PBB-P2 revenue. Along with technological
developments, the Palembang City Government has implemented a digital tax payment system
through PBB-LINK services and applied progressive PBB-P2 tax rates. This study aims to
analyze the effect of digital payment and PBB-P2 tax rates on taxpayer compliance at the
Regional Revenue Agency of Palembang City. This research uses a quantitative method with a
causal associative approach. Data were collected through questionnaires distributed to PBB-
P2 taxpayers and analyzed using Structural Equation Modeling—Partial Least Square (SEM-
PLS). The results indicate that digital payment has a positive effect on taxpayer compliance by
providing convenience and efficiency in tax payments. In addition, PBB-P2 tax rates also
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influence taxpayer compliance, where fair and appropriate tax rates encourage taxpayers to
fulfill their tax obligations. The study concludes that the implementation of digital payment
systems and appropriate PBB-P2 tax rate policies can jointly improve taxpayer compliance in

Palembang City.

Keywords: Digital Payment, PBB-P2 Tax Rate, Taxpayer Compliance, PBB-LINK.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting
dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan
mendukung pembangunan nasional, karena
penerimaan  pajak  digunakan  untuk
membiayai infrastruktur, pelayanan publik,
serta berbagai program kesejahteraan
masyarakat. Namun, optimalisasi
penerimaan pajak masih menjadi tantangan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan
bahwa rasio penerimaan pajak terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober
2024 mencapai 10,02%, yang
mengindikasikan masih adanya ruang untuk
peningkatan penerimaan pajak, termasuk
pada sektor pajak daerah seperti Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2).
Di Kota Palembang, realisasi
penerimaan PBB-P2 menunjukkan

peningkatan dari 89,38% pada tahun 2023
menjadi 96,83% pada tahun 2024. Selain
itu, kontribusi PBB-P2 terhadap total pajak
daerah juga meningkat menjadi 24,5% pada
tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa
PBB-P2 memiliki peran strategis dalam
memperkuat Pendapatan Asli  Daerah
(PAD). Sistem perpajakan yang menganut
prinsip self-assessment menuntut kesadaran
dan kepatuhan wajib pajak dalam
menghitung, membayar, dan melaporkan
kewajiban pajaknya secara mandiri.
Sebagai bagian dari pelaksanaan
desentralisasi fiskal, pengelolaan PBB-P2
di Kota Palembang dilaksanakan oleh

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Untuk meningkatkan efektivitas
pemungutan pajak, pemerintah daerah
menerapkan digitalisasi melalui sistem
pembayaran elektronik PBB-LINK yang
terintegrasi dengan layanan perbankan dan
sistem informasi perpajakan. Peningkatan
transaksi digital secara nasional juga
menunjukkan adanya pergeseran perilaku
masyarakat menuju metode pembayaran
yang lebih efisien.

Selain digitalisasi, kebijakan tarif
PBB-P2 yang ditetapkan secara progresif
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
juga menjadi faktor yang memengaruhi
kepatuhan wajib pajak. Tarif yang lebih
tinggi dikenakan pada objek pajak dengan
nilai lebih besar, sementara sektor pertanian
dan peternakan diberikan tarif khusus yang
lebih rendah sebagai bentuk dukungan
ekonomi.

Meskipun realisasi penerimaan PBB-
P2 tahun 2024 hampir mencapai target,
kondisi  tersebut belum  sepenuhnya
mencerminkan tingkat kepatuhan yang
ideal. BAPENDA masih menghadapi
tantangan  terkait  ketepatan
pembayaran, akurasi pelaporan, serta
digital  yang
dipengaruhi oleh literasi dan pemahaman
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

waktu

pemanfaatan  layanan

evaluasi terhadap efektivitas sistem digital
payment dan kebijakan tarif agar lebih
sesuai dengan kondisi sosial ekonomi
masyarakat.
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Berdasarkan fenomena  tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh digital payment melalui PBB-
LINK dan tarif PBB-P2 terhadap kepatuhan
wajib pajak di Kota Palembang. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis dalam pengembangan Theory of
Planned Behavior serta kontribusi praktis
bagi pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan peningkatan kepatuhan pajak

daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan
asosiatif-kausal untuk menguji pengaruh
digital payment (X:) dan tarif Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) (X:) terhadap kepatuhan wajib
pajak (Y) di Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) Kota Palembang. Pendekatan
kuantitatif ~ dipilih  karena  penelitian
bertujuan menguji hipotesis dan
menganalisis hubungan sebab-akibat antar
variabel berdasarkan data numerik yang
diolah secara statistik. Ruang lingkup
penelitian difokuskan pada pemanfaatan
sistem pembayaran pajak berbasis digital
melalui platform PBB-LINK serta kebijakan
tarif PBB-P2 terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak yang telah melakukan
pembayaran pada periode 2020-2024.

Penelitian dilaksanakan di BAPENDA
Kota Palembang selama lima bulan, mulai
September 2025 hingga Februari 2026. Data
yang digunakan merupakan data primer
yang diperoleh  melalui  penyebaran
kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2.
Selain kuesioner, pengumpulan data juga
dilakukan melalui observasi terhadap proses
pembayaran pajak dan penerapan sistem
digital di lapangan. Kuesioner disusun
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berdasarkan  indikator = masing-masing
variabel dan diukur menggunakan skala
Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak
setuju hingga sangat setuju.

Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kota
Palembang yang berjumlah 438.965 orang.
Penentuan sampel menggunakan rumus
Slovin dengan tingkat kesalahan 10% serta
teknik purposive sampling, dengan kriteria
wajib pajak yang telah menggunakan sistem
digital payment dan telah melakukan
pembayaran PBB-P2 pada periode 2020-—
2024.

Analisis  data secara
bertahap,  yaitu deskriptif
menggunakan SPSS versi 26 untuk
menggambarkan karakteristik responden
dan statistik data, serta analisis inferensial
menggunakan Structural Equation Modeling
berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS)
melalui SmartPLS versi 4.0. SEM-PLS
digunakan  untuk  menguji  model
pengukuran (outer model) dan model
struktural (inner model), termasuk evaluasi
outer loading, outer weight, validitas dan
reliabilitas  konstruk,  uji  validitas
diskriminan (cross loading), collinearity
statistic (VIF), nilai R-Square (R?), f-Square
(%), Goodness of Fit (GoF), serta pengujian
hipotesis melalui nilai path coefficients, T-

dilakukan
analisis

statistic, dan p-value hasil bootstrapping.
Model regresi dalam penelitian ini
dirumuskan sebagai Y = o + :DP + 3.TP +
e, yang menggambarkan pengaruh digital
payment dan tarif PBB-P2 terhadap
kepatuhan wajib pajak baik secara parsial
maupun simultan.

Secara operasional, variabel digital
payment diukur melalui dimensi kemudahan
akses, kecepatan transaksi, dan keandalan
sistem. Variabel tarif PBB-P2 diukur melalui
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pemahaman tarif, persepsi keadilan, dan
kesesuaian dengan kemampuan ekonomi.
Sementara itu, variabel kepatuhan wajib
pajak diukur melalui kepatuhan
administratif, kepatuhan moral dan sukarela,
kesadaran pajak, serta ketepatan waktu
pembayaran. Dengan definisi operasional
tersebut, setiap variabel dapat diukur secara
objektif sehingga menghasilkan data yang
valid dan reliabel untuk dianalisis lebih

lanjut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis

menggunakan metode Structural Equation
Modeling—Partial Least Squares (SEM-
PLS) versi 4, dapat disimpulkan bahwa
digital payment dan tarif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota
Palembang. Digital payment melalui sistem
PBB-LINK terbukti meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dengan koefisien
jalur sebesar 0,313, nilai T-statistic 3,053
(>1,96), dan p-value 0,002 (<0,05),
sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini
menunjukkan bahwa kemudahan,
kecepatan, dan efisiensi sistem pembayaran
digital mampu mendorong wajib pajak
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
secara tepat waktu.

Sementara itu, tarif PBB-P2 memiliki
pengaruh yang lebih dominan dengan
koefisien jalur sebesar 0,609, nilai T-
statistic 6,185 (>1,96), dan p-value 0,000
(<0,05), sehingga hipotesis kedua juga
diterima. Temuan ini mengindikasikan
bahwa persepsi wajib pajak terhadap
keadilan dan kesesuaian tarif pajak sangat
menentukan tingkat kepatuhan mereka.
Secara simultan, kedua variabel tersebut
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mampu  menjelaskan  79,6%  variasi
kepatuhan wajib pajak (R* = 0,796), yang
menunjukkan bahwa model penelitian
memiliki daya jelaskan yang kuat. Dengan
demikian, peningkatan kualitas sistem
pembayaran digital dan penetapan tarif
pajak yang adil serta proporsional
merupakan  strategi  penting  dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
mendukung optimalisasi penerimaan PBB-
P2 di Kota Palembang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai
penerapan digital payment dan tarif Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) terhadap kepatuhan
wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa
digital payment berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penggunaan sistem pembayaran berbasis
digital seperti PBB-LINK memberikan
kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan
dalam proses pembayaran PBB-P2 sehingga
mendorong wajib pajak untuk memenuhi
kewajibannya secara tepat waktu. Selain itu,
tarif PBB-P2 juga berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
di mana penetapan tarif yang adil dan sesuai
dengan kapasitas ekonomi wajib pajak
mampu membentuk sikap yang lebih positif
terhadap kewajiban perpajakan. Secara
simultan, digital payment dan tarif PBB-P2
terbukti berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak, yang
menunjukkan bahwa kombinasi antara
kemudahan sistem pembayaran digital dan
kebijakan tarif yang proporsional menjadi
faktor penting dalam  meningkatkan
kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
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